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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan
Keterlibatan kaum awam dalam politik merupakan bentuk tanggung jawab untuk
mewujudkan kesejahteraan bersama di tengah masyarakat. Keterlibatan tersebut
merupakan sebuah panggilan dan perutusan dari Allah untuk ikut serta dalam
menjalankan karya pewartaan Kristus dengan menghadirkan kebenaran, keadilan,
kejujuran, dan kesungguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,
sebagaimana Yesus menjalankan perutusan dari Bapa-Nya (bdk. Yoh 17: 1-26).
Tugas perutusan yang diberikan Bapa ialah agar Yesus memuliakan Allah dengan
memberikan kesejahteraan jiwa dan raga kepada semua manusia.

Teladan yang diberikan oleh Yesus dalam menerima perutusan dari Bapa-
Nya mendasari pula panggilan dan perutusan kaum awam untuk mewujudkan
imannya melalui perbuatan (bdk. Yak 2: 14,17). Dengan sifat keduniawiannya,
kaum awam diutus untuk terlibat di tengah-tengah dunia, secara khusus di bidang
politik. Dari sifat khasnya itulah, kaum awam perlu menyadari diri sebagai bagian
dari masyarakat dan diutus untuk menyucikan dunia dengan menjadi terang dan
ragi bagi sesama. Begitu juga beradasarkan panggilan dan martabatnya, kaum
awam oleh karena pembaptisan menjadi anggota tubuh Kristus dan ambil bagian
dalam perutusan dan tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus di dalam Gereja

dan dunia (LG. 31).
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Keterlibatan dalam tugas imamat, kenabian, dan rajawi menjadi fondasi
bagi keterlibatan awam dalam politik. Kaum awam perlu menyadari diri sebagai
pribadi yang mau menyerahkan diri kepada Kristus, mewartakan Kristus dan
menjadi saksi yang diutus untuk menguduskan dunia dengan diresapi semangat
Injil. Oleh karena itu, melalui keterlibatannya dalam kehidupan politik kaum
awam wajib untuk menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati hak-hak
asasi manusia, memperjuangkan kesejahteraan bersama, keadilan dan perdamaian.
Melalui sikap moral, kompetensi, dan keterampilan atau kinerjanya, kaum awam
wajib memberikan sumbangan positif etis dengan menolak cara-cara pencapaian
tujuan politis yang bertentangan dengan martabat manusia maupun kesejahteraan
umum.

Akan tetapi, situasi yang dihadapi oleh kaum awam dalam keterlibatannya
di wilayah politik memang tidak mudah. Kaum awam dihadapkan kepada
berbagai kenyataan kehidupan politik di Indonesia yang seringkali mengabaikan
prinsip-prinsip moral, seperti praktik penyelewengan kekuasaan dalam bentuk
korupsi yang semakin marak hingga merusak sendi kehidupan bangsa. Kekuasaan
terkait jabatan politik dipandang secara transaksional sehingga praktik jual-beli
jabatan terjadi dalam pemerintahan. Manipulasi kekuasaan yang berkaitan dengan
praktik korupsi tentu berbuah ketidakadilan bagi masyarakat. Begitu juga,
kekuasaan dan politik terkait erat dengan kepentingan golongan. Hal ini ditandai
dengan sikap para wakil rakyat, pejabat pemerintah, aparat hukum dan partai
politik yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan untuk memenuhi

kepentingan sendiri atau kelompok.
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Berhadapan dengan situasi demikian, panggilan berpolitik kaum awam
Keuskupan Bandung yang telah dibahas pada bab empat juga menunjukkan
bahwa umat Katolik merasa tidak mau terlibat dalam politik karena praktik politik
yang kotor. Terdapat pandangan bahwa politik digunakan sebagai sarana
mencapai kekuasaan dengan cara-cara kotor, yakni politik uang, politisasi SARA,
hoaks. Selain itu, terdapat pula alasan yang menyebabkan umat Katolik tidak mau
terlibat dalam politik, yakni umat merasa tidak memiliki kompetensi berpolitik
dan merasa tidak harus berada di atas panggung politik.

Berbagai alasan ini pun menandakan adanya persoalan apatisme kaum
awam dalam politik. Politik pun secara personal dapat memberikan suatu
pengalaman pahit atau menyakitkan. Akan tetapi, politik secara global mengajak
setiap orang untuk tidak bisa diam atas situasi yang terjadi dalam kehidupannya.
Artinya, kehidupan seseorang tidak bisa terlepas dari politik. Politik akan
mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, apatisme dalam
berpolitik justru akan semakin merugikan kehidupan seseorang bahkan
masyarakat secara luas. Sebaliknya, apatisme berpolitik perlu untuk diolah
menjadi sebuah kesadaran dan kepedulian terhadap kehidupan politik.
Sepertihalnya, tindakan yang dapat kaum awam lakukan ialah mencegah yang
oknum-oknum jahat berkuasa melalui berpartisipasi dalam menggunakan hak
pilih.

Kenyataan mengenai kaum awam yang tidak mau terlibat dalam politik
ternyata tidak menyurutkan panggilan beberapa kaum awam untuk terlibat dalam
politik. Beberapa pengalaman berpolitik kaum awam Keuskupan Bandung dalam

bab empat menunjukkan adanya kesadaran kaum awam untuk berpolitik (sebagai
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anggota partai politik, pengamat politik, organisasi kemasyarakatan). Kesadaran
berpolitik itu muncul karena kaum awam merasa tidak bisa lari dari politik itu
sendiri. Kaum awam menyadari bahwa berbagai aspek kehidupan sangat lekat
dengan politik, seperti halnya Undang- Undang 1945 yang menjadi salah satu
pilar masyarakat Indonesia dalam berperilaku dan bermasyarakat sehari- hari.

Bahkan, kaum awam meyakini pula bahwa politik itu penting untuk
mewujudkan tujuan kesejahteraan bersama (bonum commune). Kaum awam
memandang bahwa keterlibatan dalam bidang politik merupakan suatu panggilan
untuk menata dan menggarami dunia dengan teladan yang diwartakan Yesus
Kristus. Kaum awam tidak dapat memilih diam dan tidak berbuat apapun untuk
membiarkan kehidupan berbangsa dan bernegara dikuasai oleh oknum atau pihak
yang memiliki kepentingan untuk menjadi penguasa. Dengan demikian, kaum
awam yang terlibat dalam politik menyadari bahwa semakin banyak orang baik
berdiam dan apatis terhadap politik justru akan membiarkan banyak orang jahat
untuk berkuasa dan melancarkan segala hal kepentingan yang lebih bersifat
menguntungkan dirinya sendiri.

Dengan menghadapi kenyataan politik yang tidak sesuai dengan
hakekatnya, termasuk pandangan bahwa politik itu kotor, maka kaum awam perlu
kembali kepada visi dan misi politik yang sebenarnya. Kaum awam dipanggil
untuk terlibat dalam kehidupan politik demi terwujudnya kesejahteraan bersama.
Oleh karena itu, kaum awam perlu melaksanakan perutusannya dengan selalu
melihat tugas yang diterimanya sebagai ungkapan iman. Dalam hal ini, nilai-nilai

yang diajarkan Yesus Kristus menjadi pedoman dalam setiap keterlibatannya.
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Keterlibatan kaum awam dalam politik pun sangat dibutuhkan untuk
membangun suatu tata dunia yang lebih baik. Dalam berbagai persoalan
kehidupan politik, dibutuhkan kaum awam yang mau terlibat secara aktif
mewujudkan kesejahteraan bersama. Keterlibatan tersebut menuntut kaum awam
memiliki integritas pribadi yang tercermin dari keterampilan atau kompetensi dan
moralitas dalam keterlibatan berpolitik. Untuk itu, kaum awam diharapkan
memiliki pemahaman dan wawasan yang tepat mengenai kehidupan berbangsa
dan bernegara. Harapannya, pemahaman dan wawasan tersebut dapat
mengarahkan keterlibatan yang sungguh kepada kesejahteraan masyarakat. Begitu
juga dengan moralitas dalam politik, kaum awam diharapkan tidak terjebak ke
dalam politik dalam arti sempit, yakni politik kekuasaan. Kaum awam perlu tegas
untuk tidak menjadikan politik sebagai tujuan demi mencari keuntungan serta
kepentingan diri sendiri. Sebab, keterlibatan kaum awam terarah kepada sikap
melayani kepentingan semua orang. Melayani kepentingan semua orang
menegaskan bahwa keterlibatan kaum awam ditujukan agar keadilan tercipta bagi
semua warga negara. Dengan begitu, penegakan keadilan diharapkan dapat
menciptakan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, Gereja dengan seluruh anggotanya perlu
memperjuangkan pembaharuan politik. Gereja perlu menegaskan dan mendukung
bahwa keterlibatan kaum awam dalam politik itu penting untuk terwujudnya
kesejahteraan bersama. Hal yang dapat dilakukan Gereja dan seluruh umatnya
ialah perubahan praktik politik uang menjadi politik kompetensi dan pengabdian.
Dalam hal ini, kaum awam dituntut untuk memiliki integritas diri, komitmen yang

kuat, dan moralitas yang baik dengan menyuarakan kebenaran, kejujuran dan



98

keadilan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Selain itu, keterlibatan kaum
awam perlu didasari juga oleh kesadaran untuk membangun relasi, jejaring, dan
kerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki semangat yang sama untuk
mewujudkan kesejahteraan bersama. Semangat kerja sama ini merupakan usaha
untuk merubah politik yang sektarian dan primordialis menjadi politik yang
terbuka dan pluralistik. Dengan begitu, keterlibatan kaum awam bersama pihak-
pihak lain untuk memperjuangkan kejahteraan bersama dapat semakin utuh

terwujud.

5.2 Rekomendasi Pastoral

Keterlibatan kaum awam dalam politik untuk mewujudkan kesejahteraan bersama
perlu didasari oleh kesadaran untuk mewujudkan imanya dalam perutusannya di
dunia. Artinya, kaum awam perlu menyadari diri dan menghayati panggilan
hidupnya sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya, dengan berbagai
persoalan dalam politik, kaum awam perlu terlibat untuk menata, membersihkan,
dan menguduskan dunia politik tersebut.

Untuk mewujudkan kehidupan politik yang bersih dan sesuai dengan
tujuan untuk kesejahteraan bersama terdapat beberapa rekomendasi bagi
keterlibatan kaum awam dalam politik. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk
memperbaharui diri dalam memandang politik, sekaligus rekomendasi ini dapat
membekali dan mempersiapkan kaum awam untuk hadir dan terlibat dalam
mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Berikut

rekomendasi pastoral bagi keterlibatan kaum awam dalam bidang politik:
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a. Pendampingan spiritual

Keterlibatan kaum awam dalam politik perlu dibekali dengan
pendampingan spiritual yang diberikan oleh Gereja. Gereja melalui program
pendampingan spiritual perlu menegaskan bahwa iman Kristiani perlu dihayati
dalam konteks nyata dalam kehidupan, khususnya dalam bidang politik. Iman pun
perlu dihayati dan diwujudkan dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendampingan spiritualitas dalam berbagai bentuk, misalnya retret,
rekoleksi, juga diperlukan untuk membekali spiritualitas kepada awam untuk
menyadari panggilan hidupnya. Secara khusus, panggilan untuk mewujudkan
iman melalui berbagai perutusan di dalam dunia. Perwujudan iman tersebut perlu
disadari sebagai tanggapan akan kasih Allah, di mana manusia dicintai Allah dan
dipanggil untuk menguduskan tata dunia.

Selain itu, pendampingan spiritual juga perlu menegaskan akan pentingnya
sikap yang perlu dihidupi dan dihayati, yakni hormat terhadap martabat manusia,
memperjuangkan keadilan untuk dapat menjadi manusia utuh, solidaritas untuk
memihak korban ketidakadilan, menghargai kemampuan setiap orang, menaati
dan menjamin terciptanya aturan yang adil, demokrasi yang tidak

memdiskriminasi kelompok minoritas, dan tanggung jawab kepada rakyat.

b. Pendidikan Politik
Keterlibatan awam di bidang politik perlu dibarengi juga dengan adanya
pendidikan politik. Pendidikan politik yang dilakukan melalui sekolah kebangsaan

menjadi langkah konkret untuk memberikan bekal wawasan bagi awam dalam
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menghadapi persoalan politik. Dalam pendidikan politik, kaum awam juga perlu
diperkenalkan untuk memahami makna panggilan berpolitiknya dalam berbagai
dokumen dan seruan Gereja, seperti halnya Lumen Gentium, Apolosticam
Actuositatem, Nota Pastoral bahkan surat gembala. Selain itu, pendidikan politik
perlu dibarengi dengan wawasan kebudayaan tempat berkarya.

Dalam hal lain, untuk memberikan pandangan bahwa politik itu tidak
kotor sehingga umat tidak perlu menghindari politik, maka dibutuhkan katekese
umat mengenai keterlibatan Gereja dalam sosial kemasyarakatan. Katekese ini
dimaksudkan agar umat secara luas dapat mengetahui dan memahami ajaran
Gereja tentang panggilan berpolitik. Pendidikan politik dimaksudkan juga untuk
kaderisasi kaum awam. Gereja dalam diri Hirarki perlu membantu sarana dan
prasarana untuk terciptanya kader politik yang bermoral. Untuk itu, Gereja perlu
mempersiapkan berbagai fasilitas untuk kaderisasi ini, misalnya, literasi teknologi
maupun berbagai forum dan diskusi mengenai kehidupan berbangsa dan

bernegara.

¢. Membangun politik yang Bermoral

Keterlibatan seseorang awam dalam politik sangatlah diperlukan. Sebagai seorang
beriman kristiani, awam berhak atau bisa masuk ke dalam segala macam golongan
dan atau Partai Politik. Melalui keterlibatannya itulah, awam menyuarakan segala
macam kebenaran yang bersumber dari iman dan moralitas Katoliknya. Dalam
keterlibatannya itulah, diharapkan kaum awam membangun politik yang
bermoral, yakni dengan menempaktan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuan

yang tertinggi. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa segala usaha yang
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dilakukan kaum awam ditujukan untuk menyejahterakan jasmani-rohani seluruh
rakyat tanpa diskriminasi. Membangun politik yang bermoral berarti, awam perlu
berkomitmen untuk menjalankan tugas perutusan di bidang politik, seperti halnya
berhadapan dengan biaya politik dan praktik korupsi. Awam perlu berusaha
memperkuat diri untuk dapat memiliki integritas, kejujuran dan nurani.
Berhadapan dengan mahalnya biaya politik dan maraknya korupsi, awam

diharapkan dapat menolak praktek kotor tersebut.

d. Mengembangkan Relasi dengan Masyarakat

Kaum awam dalam Kketerlibatnya dalam politik perlu untuk menunjukkan
semangat pengorbannya untuk kepentingan seluruh rakyat, yakni kesejahteraan
bersama. Politik pun perlu dijalankan dengan semangat untuk menjalankan prinsip
yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kedamaian bukan justru tenggelam
dalam orientasi politik yang mengarah kepada kekuasaan dan kepentingan
pribadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, umat awam
tidak bisa berusaha sendiri. Artinya, kaum awam perlu membangun kerja sama
dengan berbagai pihak yang memiliki semangat yang sama untuk
memperjuangkan kesejahteraan umum. Kaum awam pun dituntut untuk berani
keluar dari zona nyaman dari dalam dirinya dan berani untuk membangun
kepercayaan, kerja sama dan memperat relasi dengan komunitas-komunitas non-

Katolik.
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e. Menjadi Pemilih yang Cerdas

Kaum awam sebagai bagian dari masyarakat bertanggung jawab untuk ambil
bagian dalam demokrasi, yakni ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam
partisipasi itu, kaum awam dituntut untuk menjadi pemilih yang cerdas dan
bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan kaum awam ambil bagian dalam
perubahan suatu masyarakat yang lebih baik lagi. Untuk menjadi pemilih yang
cerdas, kaum awam perlu untuk memilih dengan akal sehat dan hati nurani.
Dengan akal sehat kaum awam diharapkan dapat memiliih secara objektif, tidak
dipengaruhi oleh faktor pragmatis seperti politik uang faktor primodilisme yang
didasarkan pada hubungan kekerabatan, suku, agama, dsb. Dengan hati nurani,
kaum awam diharapkan dapat memilih dengan pertimbangan moral terhadap
kualitas karakter dan integritas calon, serta kualitas intelektual dan profesionalnya.
Selanjutnya, untuk menjadi pemilih yang cerdas, kaum awam perlu menggunakan

hak pilih, mencermati track record partai dan calonnya.

f. Menumbuhkan Kepedulian terhadap Politik
Dalam usaha menumbuhkan kepedulian kaum awam dalam politik, kaum awam
perlu menyadari diri sebagai bagian dari bagian dari bangsa Indonesia untuk
terlibat dan merawat masa depan bangsa. Dengan berbagai kesadaran akan
problematika berpolitik di Indonesia yang telah dipaparkan di bab tiga, kaum
awam perlu peduli terhadap politik dengan:
e Merawat demokrasi di Indonesia dengan berusaha untuk mencegah
dan menolak praktik politik yang tidak sehat atau menghalalkan segala

cara untuk mencapai suatu kekuasaan. Kaum awam juga bertanggung
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jawab untuk mencegah usaha memecah belah persatuan dalam bentuk
intimidasi dan kekerasan.

Menolak politik uang. Setiap orang yang terlibat dalam politik
merupakan  seseorang yang terpanggil untuk  mewujudkan
kesejahteraan bersama karena integritas dan kualitasnya. Begitu juga
dengan para wakil rakyat maupun pejabat pemerintah dipilih bukan
karena semata-mata kekayaan atau materi yang diberikan kepada
pemilih. Umat Katolik pun perlu menyadari diri untuk menjadi pribadi
yang berintegritas dengan menolak politik uang guna mendapatkan
pemimpin yang terbaik bagi masyarakat.

Menolak politik SARA. Semangat menolak politik SARA merupakan
perwujudan adanya tanggung jawab sebagai warga negara yang
meyakini pentingnya persatuan dan perdamaian bangsa. Bahkan,
dengan berbagai tantangan akan adanya perpecahan dan konflik yang
disebabkan oleh politik SARA mengajak kaum awam untuk semakin
menghayati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kaum awam perlu
mengupayakan diri untuk menjadi agen perdamaian dengan menjalin
persahabatan dengan semua orang dari berbagai latar belakang.

Bijak dalam media sosial. Sikap ini sangat diperlukan kaum awam
dalam menjalankan politik yang diwarnai derasnya berita palsu atau
ujaran kebencian. Kaum awam perlu untuk bertanggung jawab
menjadi umat yang bijak dan cerdas dalam bersosial media dengan

tidak ikut serta menyebarkan informasi yang bertanggung jawab.
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Media sosial dalam politik perlu diarahkan kepada komunikasi dan
promosi perdamaian, keadilan dan kejujuran.

Pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai dan tanggung
jawab publik bagi anak didik, mulai dari keluarga hingga pendidikan
formal (sekolah). Adanya pendidikan yang diarahkan untuk dapat
menanamkan nilai-nilai diharapkan dapat menciptakan kualitas pribadi
yang penuh integritas.

Adanya dialog kehidupan sebagai cara bertindak maupun semangat
yang membimbing seseorang berperilaku. Dalam semangat dialog
tersebut tercakup segala usaha untuk saling menghormati, saling
menghargai, terbuka terhadap perbedaan dan menerima orang lain
dengan berbagai latar belakang. Dalam semangat dialog inilah,
seseorang dapat saling bekerja sama dalam menghayati hidup maupun

berbagai bidang kerja, seperti halnya politik.
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